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ABSTRAK 
Nama  : Riska Wardani Azis 
Nim : 10200113024 
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi            
Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec.  
Mapilli Kabupaten Polewali Mandar). 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan 
Tanah Wakaf (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli 
Kabupaten Polewali Mandar, dan apakah pengelolaan dan pendayagunaan Tanah 
Wakaf di Masjid Nurul hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 
sudah sesuai dengan Hukum Islam.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli 
Kab. Polewali Mandar dan untuk mengetahui  apakah pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli 
Kab. Polewali Mandar sudah sesuai dengan Hukum Islam.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui 
obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah 
Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar. 
Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai tekhnik 
pengumpulan data dan analisa data adalah bahwa mengenai pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf Masjid Nurul Hadiah sudah berjalan dengan baik, 
sehingga manfaatnya saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat, dan ditinjau dari 
hukum Islam juga sudah cukup baik walaupun belum optimal karena kurangnya 
pengetahuan mengenai Wakaf dan Nadzir dalam hal pengelolaan tanah wakaf 
juga merangkap sebagai Imam Masjid Nurul Hadiah.  
 
Kata Kunci: Tanah Wakaf 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses secara Normatif 
di dalam Islam dipahami sebagai satu lembaga/institusi keagamaan yang Sangat 
penting, di samping sebagai lembaga keislaman lainnya seperti perbankan, Zakat, 
infak dan shadakah. Lembaga wakaf yang dikenal di lingkungan umat Islam berasal 
dari bahasa Arab, waqf dari kata kerja waqafa yang berarti Menghentikan, berdiam 
di tempat atau menahan sesuatu, Sinonim waqf adalah Habs, artinya menghentikan 
atau menahan. Bentuk jamak waqf adalah awqaf dan bentuk jamak habs adalah 
ahbas.
1 
Salah satu dari bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang 
berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi 
kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam 
meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat
 
digembirakan. 
Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam Q.S. Ali Imran/3:92, adalah 
sebagai berikut :  
                               
   
                                                          
1
 Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press, 1988, hlm.  
80.  
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Terjemahnya:  
Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun 
yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran : 92).
2
 
 
Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting 
dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih lagi rakyat pedesaan yang pekerjaan 
pokoknya bertani, berkebun, atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan 
hidup mereka. Menurut Van Djik,”Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, 
dan untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang merupakan modal satu-
satunya.”3 
Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, maka 
pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-undang tentang Peraturan 
Dassar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No.5 tahun 1960 disahkan tanggal 
24 september 1960. Dalam konsiderannya berpendapat bahwa berhubung dengan apa 
yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agrarian 
nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan 
menjamin kepastian hokum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak 
mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
4
 
Berdasarkan kenyataan demikian, pemerintah memandang perlu diberikan 
landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 
63. 
3
 R. van Djik, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (diterjemahkan oleh Mr. A. Soekardi), 
Vorkrink-van Hoeve, Bandung’s Gravenhage, Cetakan Ketiga, (tanpa tahun), h. 54. 
4
 Deparetemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah 
Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta, cetakan Keempat, 1984/1985), h. 1 
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pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Selanjutnya pemerintah memberlakukan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang 
di dalamnya terdapat beberapa aspek lokal yang bernuansa Indonesia turut mewarnai 
substansinya, sekaligus merupakan unifikasi hukum di bidang perwakafan tanah 
milik. 
Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam 
bidang Hukum Agraria yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang 
bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, 
untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia, bagaimana hubungan antara 
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan ruang 
angkasa tersebut.
5
 
Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/perbadatan 
disebut dalam pasal 49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah 
milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Hak milik dan badan-badan 
keagamaan dan social sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan 
dan social akan diakui dan dilindungi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh 
tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan 
social.
6
 Sebagai realisasi dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah peraturan 
pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan 
pada tanggal 17 Mei 1977. Sebelumnya pasal 19 ayat 1 UUPA mengatur bahwa 
                                                          
5
 A. Faisal Haq, et al., Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Surabaya: PT. GBI  
(Anggota IKADI), 1993, hlm. 30. 
6
 Ibid., h. 7-8. 
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“Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
7 
Mengenai hal tersebut diharapkan agar tanah wakaf dapat difungsikan dan 
dimanfaatkan secara lebih professional, serta para pengurus harta atau tanah wakaf 
dapat dilakukan dengan cara yang lebih maksimal, lebih baik, dan lebih terarah. 
Mengingat bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, Mengingat 
bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya 
harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut 
dengan nadzir. Nadzir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan, karena 
nadzir adalah ujung tumbak perwakafan, tanpa nadzir, maka wakaf tidak akan 
terlaksana. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 
pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
8
 Di dalam hukum Islam masalah nadzir 
tidak dibahas secara jelas, akan tetapi ada hal-hal penting yang mengisyaratkan 
tentang arti pentingnya kedudukan nadzir. Meskipun dalam sistem perwakafan 
menurut fiqih tidak disebutkan bahwa nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 
demikian nadzir sangat diperlukan agar tujuan wakaf dapat tercapai manfaatnya, 
maka secara otomatis nadzir dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang 
mengelola dan mengurus wakaf.  
                                                          
7
 Ibid., h. 10 
8
 Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, loc. cit. 
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Sehubungan dengan ini, di desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 
ada   beberapa orang yang mewakafkan tanahnya untuk dikelola oleh mereka. Salah 
satunya dengan mewakafkan tanah yang pastinya dapat memberikan kontribusi 
kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan kemakmuran umat yang ada di 
Desa. Berhubungan  dengan tanah wakaf yang dipercayakan kepada masyarakat 
Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar diharapkan dapat dikelola dengan baik 
sehingga dapat menjaga kelestarian harta wakaf (tanah wakaf) untuk diserap aspek 
manfaatnya secara terus menerus bagi masyarakat sekitarnya. Kesemuanya itu 
tergantung bagaimana masyarakat menjalankan tugasnya dengan melakukan 
pengelolaan yang baik terhadap tanah wakaf yang dipercayakan kepadanya. 
Sebagaimana yang terdapat di Masjid Nuruh Hadiah desa Lampa Kec. 
Mapilli kabupaten Polewali Mandar yang merupakan tanah wakaf yang dahulunya 
dimiliki oleh individu kemudian diberikan kepada seorang nadzir untuk mengelola 
dan memberdayakan tanah tersebut sebagai salah satu tempat beribadah umat Islam. 
Dari beberapa uraian diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan mengkaji 
dan menganalisa dalam bentuk penelitian tentang: Pengelolaan dan Pendayagunaan 
Tanah Wakaf (studi kasus pada Masjid Nurul Hadiah di desa Lampa Kec. Mapilli 
Kab. Polewali Mandar. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul beberepa permasalahan 
dibenak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang 
akan dikaji adalah; 
1. Bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf di Masjid Nurul 
Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar? 
2. Apakah Pengelolaan  tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa 
Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar sudah sesuai dengan Hukum Islam? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf 
di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar. 
b. Untuk mengetahui apakah tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa 
Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar sudah sesuai dengan Hukum Islam? 
2. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar 
memahami tentang pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf yang 
baik. 
b. Secara praktis, untuk dapat dijadikan gambaran dan bahan pelajaran pihak 
yang memerlukan juga sebagai referensi atau tambahan informasi bagi 
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mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai pengelolaan 
dan pendayagunaan tanah wakaf. 
D. Defenisi Operasional 
Penelitian yang diteliti berjudul “Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah 
Wakaf (Studi Kasus pada Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. 
Polewali Mandar). Demi memperjelas pengertian atau makna yang tedapat dalam 
judul penelitian in maka dikemukakan defenisi operasional, agar pembaca tidak 
keliru memahaminya. Adapun variabel yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
1. Wakaf Tanah 
Wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari waqfan, waqafa, 
yafiqu, dan merupakan sinonim dari kata “hasaba, yahsibu, habsan” yang berarti 
menahan. 
9
 
Kata wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) tanah Negara 
yang tidak dapat diserahkan kepada siapaun dan digunakan untuk tujuan amal. (2) 
Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum 
(Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.
10
 
Secara epistemology yang dimaksud dengan wakaf menurut ulama fiqh 
adalah sebagai berikut: 
Wakaf adalah menahan harta benda orang yang berwakaf (waqif) dan 
mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. 
 
                                                          
9
 Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah (Juz III; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 378. 
10
 Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: balai 
Pustaka, 2002), h. 1226. 
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Wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf, disebutkan: 
“Perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagoan 
harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariat”. 
 
Tanah adalah harta benda wakaf benda wakaf yang tidak bergerak yang dapat 
diperuntukkan sebagai sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan 
serta kesehatan; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan  
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan.
11
 
Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi 
harsono. Perwakafan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, 
mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.
12
 
2. Pengelolaan 
Pengelolaan ialah proses, cara, pernuatan mengelolah. Pengelolaan adalah 
proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses 
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
                                                          
11
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.  h. 12-14 
12
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2005, h. 272. 
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kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Proses yang memberikan pengawasan pada 
semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
13
 
3. Pendayagunaan 
Maksud dari pendayagunaan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan pengusahaan 
(tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
14
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan 
diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun berbeda dengan 
penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.  
Dalam pembahasan skripsi, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 
berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan 
obyek penelitian ini diantaranya;  
Pertama, Sri Utami Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum 2005. Dalam 
skrpisimya Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kua Jagakarsa Jakarta 
Selatan, dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai pengelolaan tanah 
wakaf, prosedu/tata cara perwakafan, pengawasan, dan manfaat tanah wakaf bagi 
masyarakat sekitar di Wilayah KUA Jagakarsa.  
Kedua, Drs. H. Adijani Al-Alabiji, S.H., dalam bukunya Perwakafan Tanah di 
Indonesia menjelaskan mengenai tanah-tanah yang dikuasai/dimiliki oleh 
Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, oleh masing-masing Cabang, Daerah,atau 
                                                          
13
http://Kamus Online.com 
14
 http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pendayagunaan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html 
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wilayah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Secara garis besar, sesuai dengan 
klasifikasi seperti yang ditentukan oleh Surat Dirjen Agraria, No. 593/2483/Agr. 
Tanggal 22-6-1982, tanah-tanah tersebut digunakan untuk: 
a. Keperluan peribadatan seperti masjid, mushallah, dll 
b. Keperluan sosial, seperti sekolah, panti asuhan yatim, rumah sakit. 
c. Penunjang kegiatan seperti sawah dan kebun.15  
Ketiga, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 21 Oktober 2014,  
Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Konsep Klasik dari Keterbatasan Inovasi 
Pemanfaatannya di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan; pertama, institusi 
atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat 
Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan 
budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk 
mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Kedua, pemanfaatan tanah wakaf di 
Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf 
sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren.
16
 
Keempat, Misranto dalam tulisannya mengenai Strategi Pengelolan Tanah 
Wakaf Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota salatiga Tahun 2013 menyatakan 
bahwa berdasarkan dengan adanya temuan fakta di lapangan tersebut, hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Pimpinan Daerah 
                                                          
15
Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 81 
16
Agus Triyanta, Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Konsep klasik  dan keterbatasan 
Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, No. 4 (21 Oktober 
2014) , h. 583.  
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Muhammadiyah Kota Salatiga masih bersifat sosial tradisional yang konsumtif, 
sehingga harapannya untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga dapat 
menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan dalam perwakafan. Selain itu 
penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan, meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya dibidang 
perwakafan, serta dapat memberikan pengetahuan mengenai besarnya manfaat 
wakaf.
17
  
Dari beberapa literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, 
peneliti belum menemukan buku ataupun hasil penelitian yang membahas secara 
khusus mengenai “Pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf (studi kasus pada 
masjid Nurul Hadiah) Desa Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali 
Mandar” dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat 
tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut. 
                                                          
17
Misranto, Strategi Pengelolan Tanah Wakaf Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
salatiga Tahun 2013. h. ix 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Umun Tentang Wakaf 
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti berhenti, berdiam 
di tempat, atau menahan.
1
 Kata “waqafa, yaqifu, waqfan”, dalam bahasa Arab 
merupakan sinonim dari kata “habasa”, yahbisu, habsan” yang menurut bahasa juga 
berarti menahan.
2
 Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini 
adalah menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan 
yang dianjurkan oleh agama. 
Dalam Ensiklopedia Islam, wakaf adalah menghentikan perpindahan hak 
milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan 
harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga, untuk 
digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt.
3
 
Adapun pengertian wakaf menurut istilah yang dikemukan oleh para ulama 
fikih adalah sebagai berikut:
4
 
1. Abu Hanifah 
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hokum, tetap milik si 
wakif dalam rangka mempergunakan mandaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan 
defenisi ini maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia 
                                                          
1
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdior, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: 
Krapyak, t.th), h. 2033-2034 
2
 Muhammad al-khatib, al-Iqna’ (Beirut: Darul Ma’rifah, t.th), h. 26. 
3
 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jil. 5 (Cet. IX; Jakarta: PT. Ictiar 
Baru Van Hoeve), 2001), h. 168. 
4
 Direkotorat pemberdayaan wakaf direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Departemen Agama RI, fikih Wakaf (Jakarta: 2007), H. 2 
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dibenarkan menarik dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut 
menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah 
menyumbangkan manfaat.   
2. Mazhab Maliki 
Wakaf adalah menjadikan harta wakif baik berupa sewa atau hasilnya 
diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu, 
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif. Berdasarkan defenisi ini, seseorang 
yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta bendanya tersebut 
secara penuh dan membolehkan hasilnya untuk tujuan kebaikan, dengan kepemilikan 
harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka 
waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat pengucapan 
shigat wakaf. 
3. Mazhab syafi’I dan Ahmad Bin Hambal 
Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang 
diwakifkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif 
tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, 
harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada mauquf alaih (yang 
diberi wakaf) sebagai sedekah yang meningkat. Dimana wakif tidak dapat  melarang 
penyaluran sumbangannya tesebut. Apabila wakif melarangnya, qadli berhak 
memaksanya agar memberikannya kepada yang diberi wakaf. Karena ini Mazhab 
Syafi’I mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu 
14 
 
benda, berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya 
kepada suatu kebajikan. 
Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukan oleh beberapa 
fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki subtansi pemahaman 
yang serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta, atau menjadikan harta bermanfaat 
bagi kemaslahatan umat dan agama, meskipun terjadi perbedaan dalam merumuskan 
pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta itu bagi sang wakif.  
Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 
Wakaf adalah perbuatan hokum seseorang atau badan hukumyang 
memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan  melembagakan untuk 
selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 
sesuai dengan ajaran Islam.
5
 
 
Adapun pengertian wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Pelaksanaannya: 
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya utnuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariat.
6
 
 
Kedua peraturan perundangan diatas memiliki urgensi, yaitu selain untuk 
kepentingan ibadah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakif secara 
produktif dan kepentingan sosial.  
                                                          
5
 Abdurrahman, Komplikasi hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992), h. 165) 
6
 Departemen Agama, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 & peraturan pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya (Jakarta: Departemen Agama, 2007),  h. 3 
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B. Syarat dan Rukun Wakaf 
1. Rukun Wakaf 
Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya.  
 Rukun wakaf ada empat yaitu: 
a. Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta, 
b. Mauquf bih yaitu obyek perbuatan hukum, 
c. Mauquf alaih yaitu pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf, 
d. Shigat yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 
mewakafkan sebagian harta bendanya. 
2. Syarat Wakaf 
a. Syarat-syarat wakif (orang yang mewakafkan harta) 
Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak. 
Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:
7
 
1) Berakal sehat/sempurna. 
Orang yang mewakafkan harta memilki akal sehat. Oleh karenanya tidak sah 
hukum wakaf yang diberikan oleh seseorang yang tidak sempurna akalnya seperti 
orang gila. Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya 
diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang yang dungu 
karena akalnya dipandang kurang. Para ulama berbeda pendapat dalam 
menetapkansah atau tidaknyawakif yang diberikan oleh seseorang yang dalam 
                                                          
7
 Direktorat Pemberdayaan wakaf  Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, h. 21-26 
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keadaan mabuk. Sebahagian mengatakan tidak sah dengan menganalogikan dengan 
orang gila.  
2) Dewasa/baligh. 
Orang yang berwakaf harus cukup umur/baligh. Baligh disini dititikbertakan 
pada umur, dalam hal ini ulama berpendapat bahwa seseorang dianggap cuku umur 
apabila telah berumur 15 tahun. Sebagaimana dipraktekkan di Mesir. Oleh sebab itu, 
tidak wakaf yang diberikan oleh seorang bayi, karena dianggap belum cakap dalam 
melakukan akad dan menggunakan hak miliknya.  
3) Cerdas. 
Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memilki kecakapan dan 
kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan 
wakaf seseorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalnya tidak sempurna dan 
tidak cakap dalam menggunakan hak miliknya.  
4) Merdeka.  
Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik harta sebenarnya. Oleh 
sebab itu tidak sah wakaf seorang budak atau hamba sahaya, demikian pula 
mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang orang lain yang 
dicurinya, karena wakaf adalah pengguran hak milik dengan cara memberikan hak 
milkiitu kepada orang lain.  
b. Syarat mauquf (harta yang diwakafkan) 
Adapun syarat mauquf (harta yang diwakafkan) adalah sebagai berikut:
8
 
                                                          
8
 Direkrorat Pemberdayaan Wakaf, h. 26-29 
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1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam 
Mutaqawwam menurut mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat 
disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat) 
karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, 
seperti meewakafkan manfaatdari rumah sewaan untuk ditempati dan harta yang 
tidak mutaqawwam, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-
buku anti Islam.  
2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan 
Harta yang akan diwakafkan harus diketahui ddengan yakin sehingga tidak 
akan menimbulkan persengketaan karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas 
seperti satu dari dua rumah. 
3) Milik wakif 
Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif 
ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik 
wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau 
sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. 
4) Terpisah, bukan milik bersama (musya’) 
Mewakafkan sebagian harta musya’ untuk dijadikan masjid atau 
pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila yang 
diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batasan-batasannya. 
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c. Syarat Mauquf Alaih (Penerima Wakaf) 
Mauquf’ Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf), wakaf harus 
dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. 
Kerana pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia 
kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih (yang diber wakaf) haruslah pihak 
kebajikan. Para fuqaha berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah 
yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada tuhannya.  
d. Syarat shigat (Ikrar wakaf) 
Shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 
berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. 
Namun shigat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan Kabul dari 
mauquf’ alaih, begitu juga Kabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak 
menjadi syarat untuk berhaknya mauquf’ alaih memperoleh manfaat harta wakaf, 
kecuali wakaf yang tertentu. 
Shigat hendaknya diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud dari 
akad seseorang yang mampu brbicara karena kepemilkan dalam akad wakaf 
tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui 
ucapan qabul. 
Jika dia membangun sebuah mesjid dalam lokasi hak miliknya, dia shalat di 
dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk shalat, maka dia tidak dianggap wakaf 
dengan perbuatan ini bahkan harus ada ucapan wakaf atau yang sama dengan wakaf 
seperti dia berkata: “saya mewakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk shalat dan 
19 
 
menegekkkan syiar-syiar agama Allah” karena wakaf adalah penghapusan hak milik 
dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan 
sedangkan dia mampu.
9
 
Secara garis umum, syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan maupun 
tulisan adalah sebagai berikut: 
1) Shigat harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya adalah shigat 
tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah 
shigat ijab diucapkan atau ditulis. 
2) Shigat yang tidak diikuti syarat bhatil (palsu). Maksudnya adalah syarat yang 
menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu 
kelaziman dan keabadian syarat yang demikian dan semisalnya mencederai 
dasar wakaf, yakni syarat yang dibolehkannya menjual atau menggadaikan, 
dan meniadakan hukumnya (keabadian dan kelaziman), yaitu adanya 
pembatasan waktu sampai ia meninggal dunia. Ababila wakaf diikuti syarat 
seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan shigat yang demikian 
menjadikan wakaf itu menunjukkan arti wakaf menurut syara. 
3) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa 
wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah yang 
disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan 
dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah. 
                                                          
9
 Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh Mualamah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, h. 
407 
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4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut wakaf yang sudah 
dilakukan.
10
 
C. Landasan Hukum wakaf 
1. Landasan hukum syari’ah 
a. Ayat al-Qur’an 
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf adalah sebagai 
berikut: 
Allah berfirman dalam Q. S. al-Baqarah/2:267: 
                           , 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu… 
 
Firman Allah tersebut di atas, jelas bahwa perkataan wakaf tidak dinyatakan 
denga tegas di dalam Al-qur’an tetapi dinyatakan dengan kata-kata lain seperti 
nafkahkanlah hasil usahamu atau sebahagian harta, mengerjakan amal saleh, 
berbuatlah kebaikan dan tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebaikan. 
Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada dasrnya wakaf adalah merupakan ibadah 
tabarru (sukarela) dengan mendemarkan sebahagian harta kekayaan. Karena sifat 
                                                          
10
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam 
Departemen Agama RI, Fikih wakaf, h. 55-60 
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harta benda yang diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu 
(terus-menerus). Oleh karena itu wakaf adalah sedekah jariyah.
11
 
Imam bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu maja, Tirmidzi dan Nasa’I (a’immah al-
Sittah) menuturkan bahwa Abu Thalhah adalah seorang yang kaya di Madinah, ia 
memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya berlokasi di depan masjid Nabi 
yang dikenal dengan “Bairuha”.12 
Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum. 
Menurut pengakuannya kebun Baruha merupakan kebun yang paling dicintai dari 
kebun-kebun yang ia miliki berhubung tempatnya yang strategis dan memiliki nilai 
ekonomi yang mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut di atas hatinya tegerak 
dan segera menyerahkannya kepada Nabi untuk berwakaf.  
Selanjutnya para sahabat lain seperti Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Umar 
dan lain-lain, menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal wakaf.
13
 
Allah berfirman dalam QS Al-Hajj/22:77 
                    
      
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
14
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 Ayat ini mengandung perintah secara umum agar kaum muslimin dapat 
menjalin hubungan baik dengan Allah melalui kegiatan ritual yang telah ditetapkan 
dengan ruku dan sujud serta ibadah lainnya, dan melalui kegiatan sosial seperti 
menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, tolong menolong, santun dan 
sebagainya. Ulama ahli fikih mengambil ayat ini sebagai landasan hukum wakaf, 
alasannya karena perintah untuk berbuat kebaikan mengandung petunjuk umum, 
termasuk didalamnya melaksanakan amal wakaf, mengingat wakaf merupakan 
implementasi hubungan baik dengan Tuhan yang sangat dianjurkan dan berimplilkasi 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dapan menjamin sesama manusia.
15
 
b. Hadis 
Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan 
tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika ia memperoleh tanah di Khaibar. Setelah 
ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan 
asal tanah dan mnyedekahkan hasilnya.
16
 
 ِمْأَتْسَي ملسو ويلع للها ىلص َّيِبَّنلا ىََتَأف ،َر َبْيَخِب اًضْرَأ َباَصَأ ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع َّنَأ ،َرَمُع ِنْبا ثيدح ،اَهيِف ُهُر
  طَق ًلااَم ْبِصُأ ْمل َر َبْيَخِب اًضْرَأ ُتْبَصَأ يِّنِإ ِللها َلوُسَر َاي :َلاَق َف  َتْئِش ْنِإ :َلَاق ِِوب ُرُمَات اَمَف ،ُوْنِم يِدْنِع َسَف َْنأ
 َتَو ،ُثَرُوي َلاَو ُبَىُوي َلاَو ُعاَب ُي َلا ُوََّنأ ُرَمُع اَهِب َقَّدَصَت َف :َلَاق اَهِب َتْق َّدَصَتَو اَهَلْصَأ َتْسَّبَح ِءاَرَقُفْلا يِف اَِهب َقَّدَص
 َو ِبَاقِّرلا يِفَو ىَبْرُقْلا يِفَو اَه ْ نِم َلُكَأي ْنَأ اَه َِيلَو ْنَم ىَلَع َحاَنُج َلا ،ِفْيَّضلاَو ِليِبَّسلا ِنْباَو ِللها ِليِبَس يِف
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( َلَاق ٍلِّوَمَتُم َر ْ يَغ ،َمِعُْطيَو ِفوُرْعَمْلِابهاور  )ملسم 
Artinya: 
Ibn Umar r.a. berkata: Umar bin Alkhatthab r.a. mendapat bagian kebun di 
Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw. bertanya: Ya Rasulullah, aku 
mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, 
maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi saw.: Jika anda suka 
wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf 
yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya 
disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan 
budak mukatab, dan orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang 
merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi 
makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (Bukhari, Muslim). 
2. Landasan hukum pemerintah RI 
Sejak datangnya agama Islam di Indonesia yaitu sejak abad pertama Hijriah 
atau abad ketujuh Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat 
Indonesia berdasarkan Hukum Islam dan hukum adat.  
Meskipun belum ada peraturan perundangan yang tertulis mengaturnya, 
namun setelah Indonesia merdeka dari penjelajah Belanda, sebahagian hukum Islam 
termasuk hukum wakaf telah diatur dengan Undang-undang Peraturan Pemerintah 
nomor 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977. Namun demikian, karena hukum tersebut 
telah diterima sebagai hukum adat, maka hukum wakaf Islam diperlukan sebagai 
hukum positif. Sehingga di Negara Republik Indonesia secara hukum sudah ada 
beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perwakafan seperti 
dikemukakan oleh Alabij antara lain: 
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a. UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang peraturan dasar 
pokok-pokok Agraria, bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
b. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 maret 1961 tentang 
pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran tanah wakaf.  
c. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963, tentang 
penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. 
d. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 17 Mei tentang 
perwakafan tanah milik. 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977, tanggal 26 
November 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai 
perwakafan tanah milik. 
Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan 
peruntukkan tanah wakaf di Indonesia. Peraturan wakaf di Indonesia pra 
kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari 
ajaran islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran Pemerintah Hindia Belanda. 
Kemudian pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1960.
17
 
Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan kepemilkan tetapi belum 
menyentuh soal pengelolaannya.  
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D. Macam-macam Wakaf 
Untuk macam-macam wakaf harta wakaf bisa ditinjau dari dua segi yang 
ditinjau dari tujuan wakaf dari ditinjau dari harta wakaf. Bila ditinjau dari tujuan 
wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
18
: 
a. Wakaf Ahli 
Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau dapat dinamakan wakaf khusus ialah 
wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik 
keluarga maupun bukan. Misalnya seseorang menyatakan mewakafkan buku-
bukunya untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian cucu-
cucunya dan seterusnya (Depag RI, 1986: 220).  
Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf 
itu adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dan bila terjadi munqothi’ 
intiha’ (habisnya mauquf’alaih), maka wakaf dikembalikan kepada adanya syarat 
bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Dengan demikian meskipun 
anak keturunan wakif yang menjadi tujuan wakif itu tidak ada lagi yang mampu 
mempergunakan atau menjadi punah, maka harta wakaf tetap berkedudukan sebagai 
harta wakaf yang dipergunakan keluarga wakif yang lebih jauh atau dipergunakan 
untuk umum (Suhendi, 2010: 244). 
b. Wakaf Khoiri 
Adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan 
tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu.  
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Wakaf khoiri inilah yang sejalan dengan amalan wakaf yang sangat 
digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus 
mengalir hingga wakif meninggal. Selama harta wakaf masih dapat diambil 
manfaatnya. Wakaf khoiri inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh 
masyarakat luas dan merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan 
kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, 
kebudayaan maupun keagamaan (Suhendi, 2002: 245). 
1) Harta atau benda tak bergerak, seperti: tanah, sawah dan bangunan. Benda 
macam inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai 
nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang 
dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas perintah 
Rasul SAW. demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Naijir yang 
mewakafkan bangunan dinding bangunannya untuk kepentingan masjid. 
2) Benda bergerak, seperti: mobil, sepeda motor, binatang, ternak, atau benda-
benda lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun demikian, 
nilai jariyahnya terbatas hingga nilai benda benda itu tidak dapat 
dipertahankan keberadaannya. Maka selesailah wakaf tersebut, kecuali 
apabila masih memungkinkan diupayakan ditukar atau diganti dengan benda 
baru yang lain (Rofiq, 1995: 205) 
E. Tujuan dan Orientasi Wakaf 
Dalam peraturan pemerrintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah 
milik dijelaskan dalam pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat 
27 
 
benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf ini maka manfaat 
dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan, apakah untuk 
keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan 
ketentuan ajaran agama Islam.  
Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan 
pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya bahwa wakaf bertujuan 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dan wakaf berfungsi 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 
ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pada hakekatnya bakti kepada 
masyarakat serta menyantuni umat Islam ada dua tujuan yang yang dapat dicapai 
dengan wakaf agar memperoleh keridhaan Allah swt, dan memberikan pengayoman 
sosial dan darma yang memerlukan pertolongan. 
Komplikasi hukum Islam di Indonesia pasal 216 dan peraturan pemerintah 
nomor 28 tahun 1977 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah untuk 
mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan 
wakaf ini maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat 
dilakukan, apakah untuk keperluan peribadatan maupun untuk keperluan umum 
lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam (Syariat Islam). Tujuan tersebut 
antara lain: 
1. Untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid, rumah sakit dan amal 
sosial lainnya. 
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2. Dapat pula ditentukan tujuannya yaitu untuk menolong fakir miskin, orang-
orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. 
3. Dapat juga disebutkan tujuan wakaf itu, untuk kemaslahatan masyarakat. 
4. Tujuan wakaf itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. 
Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi 
sasaran utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan wakaf yaitu; yang pertama 
adalah merupakan pahala yang sangat besar disisi Allah dan haislnya merupakan 
amal jariyah selama barang tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dan 
yang kedua memberi darma bakti kepada masyarakat umum untuk kepentingan 
sosial dan pembinaan pembangunan keagamaan lainnya. 
19
 
Adapun tujuan wakaf telah ditegaskan dalm firman Allah (QS:3;92). Ayat ini 
merupakan salah satu motivasi terhadap penyempurnaan ibadah kepada Tuhan, 
sehingga dikatakan bahwa apabila kamu belum menafkahkan sebahagian harta kamu 
cintai, maka nilai ibadahmu belum sempurna. Membelanjakan harta itu pada 
hakekatnya adalah merupakan realisasi dari suatu hal yang menyangkut perbuatan 
kebajikan, dimana kebajikan itu menjadi salah satu tujuan yang penting dari ajaran 
Islam, bahwa pada hakekatnya bakti kepada masyarakat serta menyantuni umat Islam 
ada dua tujuan yang dapat dicapai dengan wakaf agar memperoleh keridhaan Allah 
swt. Dan memberikan pengayoman sosial dan dharma yang memerlukan 
pertolongan.  
Para ahli fiqh membagi tempat penyaluran wakaf pada dua bagian, yaitu: 
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a. Pada hal tertentu 
Hal tertentu yang dimaksud adalah obyek wakafyang diberikan kepada 
seseorang yang disyariatkan mempunyai keahlian untuk mengolahnya atau memilki 
syarat sebagai penerima wakaf pada saat wakaf itu diberikan.  
b. Tidak tertentu atau umum 
Terhadap ketentuan ini para fuqaha sepakat bahwa tujuan pemberian wakaf 
itu harus jelas dan untuk kebajikan. Hanya saja ulama mazhab Syafi’iah berpendapat 
tidak diharuskan adanya unsur “penerimaan” (qabul) secara khusus terhadap obyek 
wakaf yang bersifat umum, seperti masjid dan lembaga-lembaga pendidikan sosial. 
Tetapi intinya, pemberian wakaf secara umum bertujuan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah.
20
 
Berbicara seputar pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tidak dapat 
dilepaskan dari bentuk harta yang diwakafkan. Pada masa Rasulullah saw 
pemanfaatannya masih sangat sederhana karena karakteristik harta yang diwakafkan 
itu hamper seluruhnya berupa harta tetap (tidak bergerak) seperti tanah dan 
bangunan. Sementara pada masa Umayyah dan Abbasiyah, pemanfaatan wakaf mulai 
inovatif dan berkembang seiring dengan perkembangan karakteristik wakaf saat itu. 
Menurut Hasan langgulung, sampai abad VIII dan IX Hijriah sebagai zaman 
keemasan wakaf seiring dengan kejayaan Islam. Pada saat itu wakaf meliputi 
berbagai benda, yakni masjid, musallah, sekolahan, tanah, pertanian, rumah, toko, 
kebun, pabrik roti, bangunan kantor, dan lain-lain. Uniknya lagi, harta wakaf tidak 
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hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis seperti masjid yang 
digunakan sebagai tempat ibadah, sekolah gratis bagi yang tidak mampu, tapi juga 
sebagai penghasil dana seperti pusat pembelanjaan yang menghasilkan uang sewa. 
Berdasarkan catatan sejarah yang dikemukakan oleh Esposito, penghasilan 
yang diperoleh dari wakaf, umumnya disalurkan ke: 
a. Masjid, yang diperoleh dari wakaf paling sering diwakafkan untuk masjid, 
termasuk di dalamnya gaji imam, khatib, guru, agama, dan lain-lain. 
b. Pendidikan, yang meliputi dana perpustakaan, buku, gaji para guru, beasiswa 
serta penelitian ilmiah. 
c. Orang miskin, yatim piatu, dan lain-lain. Termasuk layanan kesehatan bagi 
yang tidak mampu seperti pembangunan rumah sakit dan gaji dokter. 
Sementara itu, Didin Hafidhudin menyebutkan beberapa manfaat wakaf 
antara lain: 
1. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadao kebutuhan 
masyarakat. 
2. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan 
mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. 
3. Memperbanyak asset yang digunakan demi kepentingan umum dan sesuai 
dengan ajaran Islam. 
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4. Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningakatan kualitas 
umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya.
21
  
F. Pengelolaan dan Pedayagunaan Tanah Wakaf 
Harta wakaf di Indonesia pada umumnya berupa masjid, bangunan sekolah, 
rumah sakit, kuburan, jalan umum, rumah untuk yatim piatu, pasar, dan lain-lain. 
Fenomena tersebut menggambarkan secara empiris bahwa wakaf di Indonesia telah 
memberikan kontribusi yang berharga bagi kemaslahatan umat Islam. Hanya saja 
eksistensi wakaf sampai dewasa ini, sering terkendala minimnya dana untuk 
pemeliharaan dan pengelolaan wakaf secara produktif. Upaya perolehan dana untuk 
pemeliharaan harta wakaf, sebagian besar nazhir masih mencari dana dari sumber 
lain seperti dana zakat, infaq, maupun sedekah. Hal itu disebabkan karena kurangnya 
profesionalisme para nazhir untuk dapat mengelola wakaf secara produktif.  
Di samping masalah dana, permasalahan yang sering mencuat dari lembaga 
wakaf ini adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh Nazhir, atau tanah wakaf 
yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif. Fenomena yang sering muncul sebagai 
permasalahan wakaf tersebut menarik perhatian para ilmuan untuk mengkaji praktik 
perwakafan di Indonesia. Pengkajian terhadap praktik perwakaf di Indonesia sangat 
penting untuk ditelusuri kembali, guna mengetahui sistem dan titik kelemahan 
pengelolaan wakaf dalam periode sebelum berlakunya Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. 
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Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf pra Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelakssanaannya, dipandang masih pada 
level di bawah Undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri 
Agama, Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI dan beberapa aturan 
lain, termasuk Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
22
 
Dalam rangka pembaharuan hukum agraria maka urusan perwakafan tanah 
menjadi salah satu perhatian yang serius oleh pemerintah. Sejalan dengan 
perkembangan mayarakat dimana persoalan tanah merupakan hal yang sangat 
mendesak untuk diaturnya maka dibentuklah Undang-Undang Pokok Agraria yaitu 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria. 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria atau sering disingkat UUPA Pasal 14 ayat (1) dinyatakan 
bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan 
dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya; 
a. Untuk keperluan Negara.  
b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan 
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social, kebudayaan 
dan lain-lain kesejahteraan.  
d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 
perikanan serta sejalan dengan itu. 
e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 
pertambangan.  
Tanah untuk keperluan suci dan sosial diatur dalam Pasal 49 UUPA;  
1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui 
dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh 
tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan 
dan sosial.  
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 
dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung 
oleh Negara dengan hak pakai.  
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Tanah sebagai obyek perwakafan diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (3) 
UUPA yang dinyatakan bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA maka dapat 
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diketahui diperlukan adanya suatu peraturan perwakafan tanah milik sesuai dengan 
kebutuhan terhadap perkembangan dan perlindungan hokum. 
Sebagai tindak lanjut dari amanat UUPA Pasal 14 ayat (1 b) yang 
menyatakan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ketentuan Pasal 49 ayat 
(3) bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Atas dasar ketentuan tersebut maka segera disusun dan disahkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini segera disahkan dengan 
dasar pertimbangan sebagai berikut;  
a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan 
sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya 
bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan 
material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  
b. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur 
perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, 
juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak 
adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.  
Berdasarkan hasil studi pengelolaan wakaf secara empiris di lapangan pasca 
berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Taahun 2006 tentang 
pelaksanaannya, ternyata eksistensi regulasi tersebut tidak berpengatuh secara 
signifikan, bahkan Undang-undang perwakafan tersebut selama kurun lima tahun 
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terakhir belum tersosialisasi secara integral (menyeluruh) khusunya kepada umat 
Islam, termasuk kepada Nazhir, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Padahal regulasi 
Undang-undang perwakafan sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat 
Islam.
23
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Mukhtar lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf, (Alauddin Press, 2011). h. 185 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian 
kualitatif.
1
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran 
situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktuall, mengenai faktor-faktor dan 
sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan 
yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan yang saling mempengaruhi 
maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  
2. Lokasi Penelitian 
Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Lampa Kecamatan 
Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.. 
B. Pendekatan penelitian 
 Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini 
yaitu:   
1. Pendekatan historis 
Pendekatan historis, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya dibahas beberapa 
peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang serta 
pelaku dari  peristiwa tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan 
memahami sejarah harta benda wakaf yang dalam penelitian ini difokuskan kepada 
                                                          
1
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.  
38 
 
tanah wakaf, hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah tanah wakaf tersebut 
dialihfungsikan. 
2. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat yang 
tinggal di sekitar tanah wakaf. 
3. Pendekatan yuridis normatif 
Pendekatan ini digunakan dalam menelaah peraturan-peraturan yang berlaku 
dalam pemecahan masalah, dalam artian mengkaji dan menelaah masalah yang 
timbul berdasarkan  hukum yang berlaku. 
C. Data dan Sumber Penelitian 
Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
a. Diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal 
mengenai pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tersebut.  
b. wawancara  langsung dengan responden, berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disediakan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat 
setempat. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 
informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian. 
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D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan menggunakan  alat 
bantu yang dipakai dalam melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan metode 
yang diinginkan.  Adapun alat bantu yang akan penulis  gunakan antara lain: 
1. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara, yaitu peneliti  membuat petunjuk wawancara untuk 
memudahkan peneliti  dalam berdialog dan mendapat data tentang bagaimana 
pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf di masjid Nurul Hadiah Desa Lampa 
Kecamata Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yaitu dialog oleh peneliti dengan 
informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi tanah wakaf di Kabupaten 
Polewali Mandar. Adapun yang akan dipilih menjadi informan pada penelitian ini 
adalah:  
a. Nadzir (Selaku Pengelola tanah wakaf Masjid Nurul Hadiah) 
b. Pembina tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah 
c. Koordinator dan Anggota pengurus Masjid Nurul Hadiah  
2. Kamera  
Kamera yakni alat yang akan penulis pergunakan untuk melakukan 
dokumentasi sehingga informasi yang berbentuk catatan-catatan, arsip-arsip, 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dan pendayagunaan tanah 
wakaf penulis rekam dalam bentuk foto. 
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3. Perekam Suara 
Perekam suara, yaitu alat yang  akan penulis gunakan  untuk merekam 
percakapan saat melakukan wawancara  sehingga informasi yang diberikan oleh 
informan menjadi lebih akurat dan objektif. Dalam hal ini penulis akan 
menggunakan handphone untuk merekam percakapan tersebut. 
E. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 
metode pengumpulan data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Observasi 
Observasi adalah metode  pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengideraan.
2
 Observasi 
lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di tempat berlangsungnya 
penelitian. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil 
pengamatan atau telaah dokumen. 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden.
3
 Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data 
tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-
                                                          
2
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115 
3
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95 
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idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti atau mencatat apa yang 
dikemukakan oleh informan. Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini 
bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan 
pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk mencapai data 
primer tentang pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf. 
3. Partisipasi 
Partisipasi dalam penelitian ini bertujuan untuk menampung data sebanyak 
mungkin dan sesubjektif mungkin dari sumber data dan informan secara langsung 
(Field Research). 
4. Dokumentasi 
Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.Dalam 
menguji, menafsirkan dan meramalkan digunakan tehnik kajian isi (contentanalisis), 
yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 
menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis. 
F. Tekhnik Analisis Data 
Dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
analisi data dalam model Miles dan Huberman, yaitu,sebagai berikut:  
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang 
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tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 
jelas, dan mempermudah peneliti utuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, 
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat 
merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
3. Conculusion Drawing/Verivivation (Penarikan Kesimpulan) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 
kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
4
 
 
 
 
 
                                                          
4
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 
(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 38 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
Masjid Nurul hadiah merupakan hasil pembangunan yang dilakukan di atas 
tanah wakaf yang berdiri pada 2001 dan beralamat di jalan Poros Majene desa 
Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. 
Wilayah Masjid Nurul Hadiah mempunyai batasan-batasan Wilayah, 
diantaranya
1
 : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonne-bonne, 
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mapilli Barat, 
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonra, 
d. Sebelah Timur berbatasan denga Desa Segerang. 
Adapun Visi dan Misi dari Masjid Nurul Hadiah adalah sebagai berikut : 
Visi : 
“Terwujudnya Masjid Nurul Hadiah sebagai Pusat Perdaban Islam” 
Misi : 
a. Meningkatkan keilmuan Islam bagi para jama’ah dan pengkaderan bagi 
kelompok ana-anak dan remaja, 
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk beribadah secara aman 
dan nyaman, 
                                                          
1
 Berdasarkan  Observasi langsung yang dilakukan peneliti, Rabu 12 Juli 2017 
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c. Memberdayakan jama’ah baik dalam aspek agama, pendidikan, sosial 
maupun ekonomi, 
d. Mewujudkan lingkungan masjid yang bersih dan indah. 
B. Struktur Pengurus Tanah Wakaf Masjid  Nurul Hadiah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1: Struktur Pengurus Masjid nurul Hadiah Desa Lampa Kec. Mapilli 
Kab. Polewali Mandar periode 2017  
Pembina 
1. H. Gassing 
2. M. Abbas  
3. Prof. Amir. Sp 
4. Jahar  
 
Ketua 
Muhammad Adam japri 
Sekretaris 
Subhan Sarimudding 
 
Bendahara 
Hayadi 
Bidang Dakwah 
Kordinator: Sadli Ali 
Anggota: 
1. Alimuddin 
2. Abdillah Amas 
3. Sakir  
4. Jamaluddin 
5. Junaedi 
Majelis Taklim 
Kordinator: Hj. Bahira 
Anggota :  
1. Nahara  
2. Verawati 
3. Sinar 
4. Johar 
5. Kursiah S.Pd 
6. Juliani 
7. Fatimah 
8. Nuraeni 
9. Fatimah  
10. Hj. Juma  
11. Hj. Maemunah  
PHBI 
Koodinator: 
Mahmuddin 
Anggota:  
1. Najamuddin 
2. Haerul 
3. Muhammad 
4. Samsuddin  
5. Abd. Wahab  
6. Baginda cali 
7. Sami  
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Masjid Nurul Hadiah telah memiliki struktur kepengurusan yang diharapkan 
secara kompak bersama-sama  dalam mengembangkan kehidupan  keagamaan warga 
desa lampa  baik untuk kesejahteraan umat maupun untuk internal di dalam 
kepengurusan. 
Struktur kepengurusan masjid Nurul Hadiah terdiri dari seorang ketua, dan 
dibantu oleh bendahara, sekretaris, serta bidang bidang yang lain guna untuk 
kelancaran kegiatan keagamaan pada masjid tersebut.  
C. Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf pada Masjid Nurul Hadiah  
Pengelolaan tanah wakaf di desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 
pada umumnya berbentuk Perorangan di mana nadzir ditunjuk oleh wakif untuk 
mengurus, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf. Sebagaimana yang 
dikemukan oleh Nazhir tanah wakaf Masjid Nurul Hadiah sebagai narasumber dalam 
penelitian ini bahwa : 
Tanah wakaf ini  memiliki luas 40x15 m
2
 yang diwakafkan oleh bapak Prof. 
Dr. Amir yang diserahkan kepada saya (Muhammad Adam Japri) dan 
ditunjuk langsung sebagai pengelola tanah wakaf ini. Semula tanah ini adalah 
daerah persawahan namun setelah terjadi perluasan tanah wakaf tersebut 
kemudian dikelola menjadi sebuah Masjid yang diberi nama Masjid Nurul 
Hadiah.
2
 
 
Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Adam selaku Nazhir dari 
tanah wakaf,  penulis menyimpulkan bahwa wakif  mewakafkan sebagian hartanya di 
karenakan di desa tersebut tidak ada tempat ibadah yang mudah dijangkau oleh 
masyarakat dalam menjalankan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. 
                                                          
2
Adam Muhammad Japri, Nazhir Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah, Wawancara. Lampa, 
12 Juli 2017 
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Dalam pembangunan masjid dana yang diperoleh untuk proses pembangunan 
adalah dana dari sumbangan masyarakat, amal jariyah, para donatur di 
wilayah sekitar, proposal-proposal yang di ajukan di instansi-instansi dan 
tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah.
3
 
 
Kurang lebih setahun setelah menerima tanah wakaf tersebut bapak Adam 
dengan sangat antusias mengelola tanah wakaf tersebut dengan mendirikan sebuah 
masjid,  dengan berdirinya masjid tersebut tidak terlepas dari bantuan dari 
masyarakat setempat baik itu berupa materi, tenaga dan pikiran.  
Masjid ini didirikan dan diresmikan pada tahun 2001 setahun setelah Prof 
Amir memberikannya kepada masyarakat sebagai wakaf dengan nama 
masjidnya “Nurul Hadiah” dengan proiritas utamanya adalah sebagai tempat 
peribadatan umat Islam. Masjid ini lahir dari kegelisahan dan kekhawatiran 
masyarakat desa lampa, melihat kurangnya masjid yang ada di desa tersebut.
4
 
 
Usaha yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf pada masjid Nurul 
Hadiah untuk pemberdayaan umat meliputi: 
a. Bidang Pendidikan 
Salah satu usaha yang dilakukan dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid 
Nurul Hadiah yaitu di Bidang Pendidikan  dengan mendirikan Paud Nurul Hadiah 
(Kelompok Bermain). Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Paud  yang 
bernama Sadli menjelaskan bahwa: 
Paud Nurul Hadiah  didirikan sejak tanggal 22 Mei 2012 yang beralamat 
di  Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar dengan  30 anak 
didik yang belajar di paud tersebut yang terdiri dari 14 Laki-laki, 16 
perempuan.Model pembelajaran di Paud Nurul Hadiah yang biasa 
digunakan sekarang adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
                                                          
3
 Hayadi, Bendaha Pengurus Masjid Nurul Hadiah, Wawancara. Lampa, 12 Juli 2017 
4
Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Masjid Nurul hadiah 
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(KTSP) dengan ditambah kegiatan ekstra kurikuler meliputi, melukis, 
bahasa inggris, seni tari, iqro’, seni baca Al-Qur’an, dan Sholat.5  
 
Adapun pembina bernama Muhammad Adam Japri beliaulah yang   selalu 
memberikan arahan dan nasehat kepada seluruh pengurus Paud Nurul Hadiah, 
dimana Ketua dari Paud tersebut bernama Sadli, Sekretaris bernama Haerunnisa dan 
Bendahara bernama Maskiah. Adapun tenaga pengajar di Paud tersebut adalah Ibu 
Nurmiati dan Hartina. Tenaga pengajar Paud Nurul Hadiah diberi gaji setiap enam 
bulan sekali yang diber langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali 
Mandar.  
b. Bidang Ibadah 
Amal usaha yang dilakukan  melalui pengelolaan tanah wakaf dalam bidang 
ibadah yaitu dengan menyediakan sarana peribadatan berupa masjid yang berdiri di 
daerah Lampa. Diatas tanah yang hanya seluas 40x15 m² berdiri sebuah Masjid yang 
bernama masjid Nurul Hadiah yang dipergunakan untuk beribadah dan kegiatan 
keagamaan bagi masyarakat yang berdomisili disekitar. 
Dibawah kepemimpinan Muhammad Adam Japri yang menjabat sebagai 
imam masjid juga sekaligus merangkap sebagai nadzir dalam tanah wakaf tersebut 
banyak kegiatan yang dilakukan selama ini diantanya kegiatan pengajian dasar 
penyebutan, tajwid & tilawah, kegiatan mingguan yaitu Dzikir dan Khataman Qur’an 
yang  jamaahnya adalah  masyarakat  yang berdomisili di desa tersebut. Akan tetapi, 
                                                          
5
Sadli, Ketua Paud Nurul Hadiah dan Koordinator Bidang Dakwah pengurus Masjid Nurul 
Hadiah, Wawancara. Lampa, 12 Juli 2017. 
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kegiatan Dzikir ini merupakan kegiatan yang menjadi ciri khas di masjid tersebut, 
biasanya jamaahnya juga berasal dari luar daerah (kota) dan/atau provinsi. 
Di masjid Nurul hadiah juga sudah di bentuk kelompok seni, yaitu Grup 
sholawat yang di beri nama “NH” yang anggotanya berasal dari anak SD-
Mahasiswa. Mereka biasanya mengikuti event-event tertentu sesuai dengan kondisi 
dalam kegiatan keagamaan lainnya seperti halnya dalam kegiatan dalam mendekati 
hari raya idul Fitri dengan mengadakan takbir keliling. Hal ini dilakukan untuk usaha 
dakwah agar masyarakat desa lampa dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan 
syariat Islam. 
Dari semua penjelasan yang telah diuraikan di atas, pengelolaan tanah 
wakaf  pada masjid  Nurul Hadiah dikelola dalam bidang pendidikan, dan bidang 
ibadah, dapat penulis gambarkan pengelolaan ini melalui diagram sebagai berikut: 
 
Gambar 2.1: Diagram persentase Pengelolaan Tanah Wakaf  di Masjid Nurul 
Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar. 
Dalam ilmu fiqh tidak disebutkan secara intrinsik/secara detail tentang 
pengelolaan tanah wakaf, namun sebagaimana telah dilaksanakan oleh tanah wakaf 
masjid Nurul Hadiah, yaitu mendayagunakan tanah wakaf untuk amal Ibadah, dan 
untuk kepentingan pendidikan. 
80% 
20% 
Gambar 2.1 
Ibadah Pendidikan
n 
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Menurut Jahar, mengenai pengelola wakaf atau nazhir dalam hal ini adalah 
pengelolaan wakaf belum optimal sehingga menghambat tanah wakaf yang 
ada saat ini kurang produktif sehingga kurang memberikan manfaat secara 
ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena ilmu yang 
dimiliki oleh nazhir masih minim sehingga nazhir kurang mengembangkan 
tanah wakafnya menjadi lebih produktif karena wakif hanya memberikan 
amanat kepada nazhir hanya untuk membangun sebuah Masjid dan Paud.
6
 
 
Dalam prakteknya Masjid Nurul Hadiah menggunakan sistem pengelolaan, 
yang diberi tanggung jawab sepenuhnya kepada pengurus harian yang mengelola 
langsung baik itu masjid itu sendiri ataupun Paud Nurul Hadiah. Sedang yang 
dimaksud nadzir selaku pengelola juga bertindak sebagai imam masjid Nurul Hadiah,  
mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengawasan dalam hal pengelolaan 
masjid dan paud Nurul Hadiah. Dari situlah praktek pengelolaan tanah wakaf yang 
ada di Masjid Nurul Hadiah  yang nantinya dikelola oleh pengurus harian lembaga 
yang berdiri diatas tanah wakaf tersebut. 
Berdasarkan telaah diatas, karena makin besarnya harapan umat Islam 
pengelolaan tanah wakaf dapat dilakukan sebaik-baiknya dan dikelola semaksimal 
mungkin. Hal ini agar tanah wakaf yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan secara 
maksimal sebagaimana keinginan pewakif, dan ini adalah tanggung jawab yang 
mengelola baik itu perorangan maupun berbadan hukum biasa di Indonesia. Setiap 
tanah wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal 
sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, serta 
pengelolaan tanah wakaf yang baik
7
. Hal tersebut menurut penulis telah dilakukan 
oleh Pengurus Masjid Nurul Hadiah dalam mengelola tanah wakaf yakni dibentuk 
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Jahar, Pembina Pengurus Masjid Nurul Hadiah, Wawancara. Lampa, 12 Juli 2017 
7
 Departemen Agama RI, 1986.  
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penanggung jawab dalam wujud organisasi  yang diberikan kewenangan secara 
penuh untuk mengelola sesuai dengan dapur rumah tangga lembaga masing-masing, 
baik pengurus  yang mengelola masjid, maupun pengurus yang mengelola Paud 
Nurul Hadiah. 
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf di Indonesia 
merupakan persoalan klasik yang sapai saat ini belum tuntas dan belum selesai, 
walaupun perangkat peraturan perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. 
Kasus-kasus sejumlah harta tanah wakaf di berbagai daerah dihampir seluruh 
Indonesia, membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus segera 
dipecahkan dan pengelolaannya yang masih relatif rendah sehingga kurang mampu 
memberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya dalam bidang ekonomi 
dan sosial. Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf pada Masjid Nurul Hadiah belum terealisasi secara 
optimal. 
Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala kurang berkembangnya 
pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf pada Masjid Nurul Hadiah di desa 
Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar  menurut beberapa informan pada saat 
penelitian, sehingga belum terealisasi dengan baik dipengaruhi oleh: 
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a. Status Tanah Wakaf 
Kurangnya kesadaran Nadzir terhadap pendaftaran tanah wakaf. Hal ini 
memberikan penyalahgunaan atau pengambilan paksa oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab.  
Status tanah wakaf yang dimaksud adalah apakah tanah tersebut sudah 
memiliki atau belum, ataukah tanah tanah tersebut dalam sengketa. Tanah wakaf di 
Indonesia masih banyak yang belum memiliki sertifikat yang menerangkan 
keberadaan tanah wakaf tersebut dan sering terjadi banyak ahli waris wakif (pemberi 
wakaf) yang kembali mengklaim tanah yang sudah dikelola oleh nazhir (pengelola 
wakaf) akibatnya bisa saja tanah wakaf tersebut menjadi sengketa karena nazhir tidak 
memiliki bukti hukum yang sah ( sertifikat) atas tanah wakaf yang diberikan oleh 
wakif seperti tanah wakaf yang ada di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa belum 
memiliki sertifikat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh H. Gassing: 
Tanah wakaf pada Masjid Nurul Hadiah yang ada di desa Lampa Kec. Mapilli 
Kabupaten Polewali Manddar ini memang belum memiliki sertifikat sebagai 
bukti tanah wakaf disebabkan karena pihak nazhir yang belum mendaftarkan 
ke kantor KUA untuk mendapatkan sertifikat.
8
 
 
b. Nazhir ( Pengelola wakaf) 
Berdasarkan persyaratan nazhir harus sesuai dalam Undang-undang Nomor 
41 tahun 2004 tentang wakaf, telah memenuhi syarat (warga negara Indonesia, 
beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak 
terhalang melakukan perbuatan hukum). Menurut penulis, pengetahuan Nazhir akan 
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 H. Gassing, Pembina Pengurus Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah Desa Lampa 
Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. Lampa, 12 Juli 2017. 
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perwakafan masih tergolong minim, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut, agar 
pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf bisa memberikan potensi yang lebih 
baik lagi terhadap masyarakat. Sumber daya manusia adalah faktor utama untuk 
menghasilkan suatu produksi barang dan jasa begitu pula dengan nazhir tidak hanya 
mengetahui tentang perwakafan akan tetapi harus juga mengetahui tentang 
manajemen dalam pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf.  
c. Masyarakat  
Selain nazhir masyarakat juga secara tidak langsung memiliki peranan yang 
sangat penting terhadap tanah wakaf untuk memelihara harta wakaf serta dapat 
membantu pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf, hal ini bisa terealisasi 
apabila masyarakat paham dan peduli terhadap tanah wakaf. 
Masyarakat pada umumnya di desa Lampa Kecamatan Mapilli Kabupaten 
Polewali Mandar hanya mengetahui wakaf yang sifafnya spiritual yang menyangkut 
pembangunan sarana ibadah saja kontribusi masyarakat dalam hal ini sangat tinggi 
dan masih banyak masyarakat di sekitar ranah wakaf yang belum paham tentang 
wakaf secara luas. Perlunya pendiddikan terlihat sangat urgen dalam kehidupan 
masyarakat karena faktor inilah yang mampu mengelola dan mengembangkan 
kontribusi tanah wakaf. Sehubungan dengan ini, pengetahuan akan tujuan wakaf 
tentunya akan memberikan dorongan yang lebih baik agar tanah wakaf tersebut dapat 
dirasakan oleh masyarakat banyak.  
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D. Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah Menurut 
Hukum Islam 
Wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang 
bermanfaat dan bertahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, 
baik perorangan, keluarga, maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan 
umum dijalan Allah swt.
9
 
Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 215: 
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 
memisahkan sebahagian harta benda miliknya dan melembagakan untuk 
selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam.
10
 
 
Sebelum wakaf dilaksanakan maka harus memenuhi beberapa persayaratan 
dimana hak atas tanah milik yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif 
secara sah bebas dari sitaan, bebas dari sengketa dan bebas dari perkara. 
Dari pengertian wakaf di atas hyang disimpulkan secara Islam, Komplikasi 
Hukum Islam, maka dapat disimpulkan wakaf meliputi: 
1. Harta bendanya milik seorang atau sekelompok orang. 
2. Harta benda tersebut kekal dzatnya, tidak habis pakai. 
3. Harta tersebut dilepas kepemilikan oleh pemiliknya. 
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tidak boleh diperjual-beilkan, 
dihibahkan dan diwariskan. 
                                                          
9
 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, jil. 5 (Cet.IX; Jakarta: PT. Ichtiar 
Baru Van Hoeve), 2001. H. 168. 
10
 Abdurrahman, Komplokasi Hukum Islam di Indonesia ( Cet. I; Jakarta: Akademika 
Presindo 1992), h. 165.  
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5. Harta benda tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. 
Wakif  atau orang yang mewakafkan harta bendanya pada perwakafan di 
Masjid Nurul Hadiah, mereka adalah orang-orang dewasa, sehat akalnya, dan hukum 
mereka tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri 
tidak ada paksaan dari orang lain.  
Maukuf, atau benda yang diwakafkan adalah semua benda-benda yang dapat 
diambil manfaatnya dalam waktu yang tidak lama dan tidak habis sekali pakai. 
Tanah wakaf di desa Lampa ini diperuntukkan manfaatnya untuk kepentingan 
peribadatan maka didirikanlah sebuah Masjid di atas tanah wakaf tersebut, 
kepentingan pendidikan (Paud Nurul Hadiah) dan kepentingan umum lainnya. 
Maukuf alaih atau tujuan dari diwakafkannya tanah wakaf yang ada di desa 
Lampa adalah semata-mata hanya untuk mencari pahala dan ridho Allah swt, untuk 
membangun kesejateraan masyarakat dengan melakukan kebaikan tanpa ada unsur 
kemaksiatan di dalamnya. Jadi jelaslah maukuf alaih dala perwakafan di Masjid 
Nurul Hadiah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pada prinsipnya perwakafan di Masjid tersebut telah baik sesuasi dengan mestinya, 
begitu pula jika ditinjau dari segi rukun wakaf. 
Adapun persyaratan bagi wakif haruslah mempunyai kecakapan melakukan 
tabarru yaitu melepaskan hak milik. Orang-orang yang mewakafkan hartanya 
disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak. Seperti, berakal sehat/sempurna, 
dewasa/baligh, cerdas, dan merdeka. 
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Syarat-syarat harta wakaf atau maukuf  adalah milik penuh si wakif, oleh 
sebab itu wakif yang mewakafkan benda yang bukan miliknya wakaf itu menjadi 
batal. Sedang milik dalam pengertian secara istilah dapat diartikan sebagai berikut 
“memberikan bagi yang dibolehkan oleh syara’ yang membolehkan untuk 
mentasyarufkan kecuali ada penghalang”. 
Wakaf sebagai perbuatan tabarru yang tidak mengharap  imbalan materi, 
maka benda wakaf harus milik sah pewakaf sebab bila barang tersebut masih 
berkaitan dengan sesuatu yang bukan miliknya, maka akan menyebabkan kerugian 
bagi orang lain. Dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 215 (4) menyebutkan: 
“Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang 
tidak hanya sekali pakai yang bernilai menurut ajaran Islam”. 
Mengenai syarat maukuf alaih adalah orang yang mampu memenuhi 
ketentuan dari wakif dengan demikian badan hukum yang tidak mampu memenuhi 
ketentuan dari wakif, dengan sendirinya menerima wakaf tersebut dianggap batal. 
Sedangkan penerima wakaf (Nazhir Nurul Hadiah) bentuknya adalah badan hukum, 
namun boleh dikatakan badan hukum ini sudah cukup baik, terbukti di tanah wakaf 
tersebut sudah diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, sebab peruntukkannya 
digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk kepentigan peribadatan dan 
pendidikan, maka nazhir ( Pak Adam) telah menggunakan tanah wakaf tersebut 
sesuai dengan nilai-nilai ibadah. Belum ada sarana dan prasarana untuk kepentingan 
sosial sehingga masih di biarkan tanpa memberi manfaat.  
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Adapun pernyataan wakaf atau sighot wakaf pada dasarnya adalah suatu 
pernyataan yang menunjukkan kepada pelepasan suatu hak dengan tujuan 
mewakafkan suatu harta benda. Dari kenyataan yang ada, dapatlah penulis menarik 
suatu kesimpulan bahwa sighot wakaf yang dilaksanakan oleh para wakif pada waktu 
mewakafkan tanahnya pada dasarnya telah sesuai dengan hukum Islam dan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam artian penyataan 
menunjukkan kepada pelepasan suatu hak dengan tujuan mewakafkan suatu harta 
beda.  
Pengelolaan dan pendayagunaan yang ada di Masjid Nurul Hadiah desa 
Lampa, Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar  dapat penulis simpulkan sudah sesuai 
dengan Hukum islam , dalam arti bahwa dikatakan sudah sesuai dengan Hukum 
Islam karena si wakif yang mewakafkan tanahnya sudah memberikan kata sighot 
kepada maukuf  Muhammad Adam Japri (sebagai nadzir) dan disertai penyerahan 
barang yang akan di wakafkan (kecuali belum adanya sertifikat sebagai bukti tanah 
wakaf), dan barang tersebut bisa diambil manfaatnya secara terus menerus, dan 
menetapkan penggunaannya pada jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh H. Gassing yaitu: 
Jika ditinjau dari Hukum Islam pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf 
Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 
sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, 
walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan Nazdir  
mengenai pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf, kurangnya kerja sama 
nadzir dengan pihak KUA, misalnya dalam hal untuk memperoleh sertifikat 
atas tanah wakaf tersebut.
11
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Dari fenomena di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses perwakafan 
yang ada di Masjid Nurul Hadiah desa lampa Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar 
sudah sesuai dengan undang-undang perwakafan yaitu telah memenuhi unsur-unsur 
wakaf yaitu: 
a. Wakif 
b. Nazdir 
c. Benda Wakaf 
d. Ikrar wakaf 
e. Peruntukan harta wakaf. 
Kelima unsur tersebut nampak kita dapatkan dalam perwakafan yang terjadi 
di Masjid Nuruh Hadiah. Dengan demikian proses perwakafan yakni pengelolaan 
dan pendayagunaan yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur cakupan wakaf baik 
secara syari’at agama Islam maupun perundang-undangan Republik Indonesia 
Nomor 41 tahun 2004.  
E. Peluang dan Tantangan Tanah Wakaf pada Masjid Nurul Hadiah  
Analisis SWOT (strenght, weakness, Opportunity,and thread) sepertinya 
diperlukan untuk mengukur potensi dan perkembangan tanah wakaf pada Masjid 
Nurul Hadiah. 
1. Kekuatan (Strenghth) 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peluang yang mendukung 
terhadap pendayagunaan tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kec. 
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Mapilli Kab. Polewali Mandar dilihat dari beberapa faktor yang mendukung 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Adanya harta benda wakaf dalam hal ini adalah tanah wakaf pada masjid Nurul 
hadiah yang luasnya 40x15m
2.
. 
Selain karena letak masjid yang sangat strategis tanah wakaf yang cukup luas 
tersebut mempunyai suatu peluang yang menjadi modal yang potensial secara 
produktivitas ekonomi, maka harus dikelola dan diberdayakan dan dimanfaatkan 
sebaik-baiknya untuk menunjang meningkatkan kesejahteraaan umum masyarakat, 
tanah wakaf yang memiliki potensi dan maafaat ekonomi perlu dikelola secara 
efektif dan efisien, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Pemanfaatan tanah wakaf ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 
42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, disebutkan bahwa 
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tunjuan, fungsi dan peruntukannya. Dengan dilakukannya pengelolaan dan 
pengembangan terhadap harta tanah wakaf maka harta tanah wakaf yang ada benar-
benar difungsikan sesuai dengan tujuan peruntukannya sehingga dapat menghindari 
adanya sikap pembiaran ataupun penelantaran terhadap tanah wakaf, yang seakan-
akan tidak terurus. 
b. Adanya nadzir yang amanah, terpercaya, jujur, adil dan profesional. 
Keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaan sangat bergantung kepada 
nadzir atau yang mengelola tanah wakaf maka dalam pengelolaannya harus 
dilakukan oleh nadzir yang terpercaya, amanah, jujur, adil dan profesinal merupakan 
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suatu pendukung dalam mewujudkan pendayagunaan tanah wakaf sesuai dengan 
tujuan dan fungsi yang telah ditentukan. 
Apabila para pengelola atau para nadzir harta benda wakaf telah memenuhi 
persyaratan seperti yang disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan 
bisa berkembang dengan baik. Dengan pengelola demikian, harta wakaf juga dapat 
didayagunakan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama. 
Pendayagunaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan 
mengupayakannya sedemikian rupa sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai: 
1) Aset yang menghasilkan produk barang dan jasa. Tentu ini memerlukan 
perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan 
pengembangan serta tantangan dan hambatannya. 
2) Aset yang berbentuk aset investasi Usaha. Artinya pengelola dapat 
mengumpulkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Dari usaha 
tersebut dapa digunakan untuk lebih memberdayakan tanah wakaf 
tersebut dengan memanfaatkan kentungan untuk kemaslahatan 
masyarakat banyak dengan mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf 
yang bersangkutan.  
2. Kelemahan (Weakness) 
Kelemahan dari Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah ini adalah lembaga yang 
belum memiliki nadzir secara khusus untuk mengelola wakaf secara khusus dalam 
artian nadzir juga berstatus sebagai Imam Masjid Masjid Nurul Hadiah seperti yang 
dikatakan oleh Kak Jamaluddin :  
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“Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah ini dikelola oleh Nadzir yang juga 
berstatus sebagai Imam Masjid Nurul Hadiah.”12 
 
Selain itu kelemahan dari tanah wakaf ini adalah belum adanya sertifikat yang 
menjadi bukti, walaupun tanah tersebut telah di akui melalui ikrar secara lisan bahwa 
itu adalah tanah wakaf. Upaya penyertifikatan tanah wakaf diperlukan sampai tuntas 
agar tanah wakaf tersebut mempunyai sertifikat dan membantu berfungisinya tanah 
wakaf di wilayah ini.  
3. Peluang (Opportunity) 
Peluang yang dimiliki oleh Tanah Wakaf Masjid Nurul Hadiah sebagaimna 
yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Adam Japri :  
“Salah satu peluang yang dimiliki oleh Masjid Nurul Hadiah dalam 
mendayagunakan tanah wakaf yang dimiliki adalah dengan menghadirkan 
tokoh-tokoh agama yang biasanya berasal dari Jawa, Pejabat tinggi daerah, 
tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain dalam acara besar baik itu acara 
mingguan, bulan, tahunan yang biasanya rutin dilakukan atau dalam acara 
keagamaan. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat 
mengenai tanah wakaf yang ada di desa Lampa.”13 
 
4. Tantangan (Threath) 
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang harta tanah wakaf, sehingga 
masyarakat yang ada di desa Lampa tersebut masih kurang untuk mewakafkan 
sebagian hartanya untuk proses pengelolaan dan pendayagunaan yang lebih baik lagi.  
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 Jamaluddin, Anggota Bidang Dakwah pengurus Masjid Nurul Hadiah, Wawancara. 
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 Adam Muhammad Jupri, Nadzir dan Imam Masjid Nurul Hadiah, Wawancara. Lampa, 
Rabu 12 Juli 2017 
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5. Aspek Ekonomi dan Sosial yang dapat di kelola di Masjid Nurul Hadiah. 
Pada umunya harta benda wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi 
yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi umat sehingga secara tidak langsung 
mensejahterahkan masyarakat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa peruntukkan 
harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan pendidikan saja 
seperti yang ada di Masjid Nurul Hadiah, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan 
umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi  serta sosial tanah 
wakaf.  
Tanah wakaf di Masjid Nurul Hadiah sebenarnya bisa memberikan 
kontribusinya dibidang ekonomi guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada 
di sekitar masjid tersebut, salah satunya dengan pemanfaatan lahan kosong yang 
berada di Masjid Nurul hadiah dengan membuat konsep yang sangat sederhana yakni 
membangun sebuah kios-kios atau toko yang digunakan untuk berdagang sejenis 
pulsa, buku-buku keagamaan, pakaian dan lain sebagainya. Dengan usaha seperti itu 
secara tidak sengaja masyarakat dapat menikmati manfaat dari tanah wakaf itu 
sendiri. Akan tetapi hal tersebut belum juga terealisasikan kepada masyarakat 
setempat mungkin Nadzir dalam hal pengelola tanah wakaf masjid Nurul Hadiah 
belum sanggup untuk menangani hal seperti itu karena keterbatasannya dalam 
mengelola. Alasannya hingga saat ini Nadzir atau yang mengelola tanah wakaf 
tersebut juga merangkap sebagai Imam Masjid dan Pembina Paud Nurul Hadiah jadi 
bisa saja beliau kewalahan dalam mengelolanya, sedangkan nadzir yang mengelola 
harus betul-betul profesional dalam mengelola suatu harta benda wakaf. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis aspek sosial dari tanah wakaf 
pada Masjid Nurul hadiah juga kurang dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. 
Contohnya di masjid tersebut hanya mempunyai ruangan kecil yang biasanya 
digunakan para santri-santriwati, biasanya juga digunakan oleh para tamu yang 
sedang dalam perjalanan jauh untuk beristirahat. Di Masjid tersebut belum dibuat 
ruangan khusus yang memadai yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat. 
Selain itu peluang untuk mensejahterakan masyarakat juga dapat dilakukan dengan 
mengaplikasikan parkir gratis di sekitaran area masjid sehingga siapa saja yang 
dengan senang hati dapat menikmati peruntukkan tanah wakaf tersebut.  
Agar tanah  wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, 
maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal 
yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan masalah wakif 
(orang yang mewakafakan), Mauquf bih (barang yang diwakafkan), Nadzir 
(pengelola wakaf). Hasil pengkajian dan perumusan tersebut  kemudian 
disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya. Masalah 
tersebut sangat penting, karena tanpa melakukan perumusan kembali tentang 
perwakafan dan pengelolaan yang memadai, maka wakaf yang ada kurang dapat 
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi umat Islam. 
F. Fungsi dan Manfaat Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Masjid 
Nurul Hadiah. 
Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam 
Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. Wakaf juga merupakan 
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salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat. Wakaf sangat dibutuhkan 
untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan. 
Dari berbagai amal usaha yang dilakukan oleh Pengurus Masjid Nurul 
Hadiah dalam mengelola tanah wakaf yang dimiliki mempunyai fungsi dan manfaat 
yang strategis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat desa lampa saat ini 
maupun untuk keberlangsungan hidup dimasa mendatang. Dari penulis dapat 
memberikan gambaran bahwa maksud yang ingin dicapai dari pengelolaan tanah 
wakaf bagi kesejahteraan umat bersifat jangka panjang dan dapat dipertahankan 
keberlangsungannya dengan waktu yang relative lama  melalui amal usaha yang 
telah dilakukan terutama melalui jalur Keagamaan dan Pendidikan. 
a. Fungsi Wakaf 
1. Fungsi Ibadah 
Pertama-tama melangkah wakaf itu satu bagian ibadah dalam 
pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan 
dengan-Nya. Demikian tinggi fungsi ibadahnya ini, sehingga ia dijadikan 
salah satu rukun Islam. Dengan demikian pengakuan terhadapnya, turut 
menentukan terhitung tidaknya seseorang sebagai seorang muslim. 
Apabila shalat adalah satu manifestasi ibadah badaniyah yang paling 
utama, maka wakaf sebagaimana zakat adalah suatu ibadah maliyah, 
ibadah dengan pengorbanan harta benda. Apabila dalam pelaksanaan 
ibadah shalat terasa lebih tertonjol hablum minallah (hubungan antara 
manusia dengan Tuhan), maka dalam pelaksanaan wakaf terasa lebih 
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tertonjol hablum minannas (hubungan sesama manusia). Dengan adanya 
masjid yang berada di desa Lampa  meningkatkan jamaah yang 
meramaikan rumah Allah SWT dengan berbagai kegiatan keagamaan 
seperti Khataman Al-Qur’an, Dzikir bersama dan Kelompok Pengajian 
warga sekitarnya. 
2. Fungsi Pendidikan 
Pendidikan adalah sarana terpenting bagi kehidupan setiap orang. 
Telah diketahui bahwa status kemakmuran tingkat kehidupan seseorang 
yang menduduki rangking pertama didominasi oleh orang orang yang 
berpendidikan tinggi. Pasalnya dengan pendidikan yang telah ditempuh 
selama beberapa tahun dalam pendidikan formal, pola fikirnya telah 
mengalami tranformasi dari pemikiran yang tradisional menjadi pemikiran 
yang lebih maju. Mereka orang yang telah mengembangkan pemikirannya 
selalu memikirkan sesuatu hal yang besar sehingga menjadi orang yang 
besar pula, namun berbeda dengan orang yang selalu berfikiran sempit 
maka tidak akan bisa untuk menjadi orang yang besar.  
Dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh Pimpinan Masjid 
Nurul Hadiah dengan mendirikan pendidikan Paud (TK), diharapkan dapat 
mencetak generasi bangsa yang bermanfaat bagi bangsa, masyarakat, 
keluarga dan diri sendiri. 
3. Fungsi Akhlak  
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Fungsi lain dari perwakafan juga dapat terarah kepada 
pembangunan sifat manusia yang seutuhnya, yaitu terbinanya sikap mental 
dan akhlak yang mulia, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang 
paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada 
kepentingan pribadinya. 
Dalam hal ini wakaf merupakan salah satu contoh yang terbaik, 
kearah pendidikan akhlak semacam itu. Karena wakaf secara kongkret 
merupakan tindakan mengorbankan sebagian harta kekayaan untuk 
kepentingan umum. Padahal kekayaan adalah satu dari yang paling 
dicintai oleh setiap manusia. Apabila banyak orang telah lupa daratan 
dan diperhamba oleh harta benda, ajaran Islam sejak lama 
memperingatkan dan melarang hal itu dengan berbagai cara. Sistem 
wakaf misalnya justru berusaha meningkatkan harkat dan martabat 
manusia agar benar-benar dapat menjadi tuan atas hartanya itu, dan 
bukan sebagai budak yang malahan dikendalikan oleh harta. 
Dengan demikian jiwa mereka sedikit demi sedikit akan tertempat 
kearah sikap mental yang kuat dan kepribadian yang matang, tidak 
mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Bila ini telah tercapai, lapanglah 
jalan menuju masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan 
Allah SWT. 
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b. Manfaat Wakaf 
Peruntukan tanah wakaf ini untuk kemaslahatan umat sudah terealisasi 
sebagaimana dijelaskan dalam hal pengelolaan dan pendayagunaanya, hal ini 
dikemukakan oleh salah satu masyarakat yang berdomisili di sekitar tanah wakaf 
Masjid Nurul hadiah, beliau mengemukakan bahwa: 
“Sebagaimana yang saya amati selama ini mengenai pemanfaatan tanah wakaf 
Masjid Nuruh hadiah ini sudah tidak lagi bertujuan untuk satu targert saja 
tetapi juga dapat multi target atau sekurang-kurangnya dua terget yang 
dilakukan di tanah wakaf tersebut, yaitu amal ibadah dan pendidikan dengan 
mendirikan Paud yang bernama Paud Nurul Hadiah dimana anak-anak yang 
ada di desa ini dapat dengan mudah mengenyam pendidikan tanpa harus 
menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari rumah.
14
 
 
 
 
                                                          
14
 Lukman, Masyarakat desa Lampa, Lampa. 12 Juli 2107 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf pada Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kecamatan 
Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, maka secara umum penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa pengelolaan dan pendayagunaannya sudah dikelola dengan cukup 
baik. 
Namun secara khusus masih ada beberapa koreksi dari penulis yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Mengenai pengelolaan dan pendayagunaan  tanah wakaf yang ada di masjid 
Nurul Hadiah sudah berjalan dengan baik sebab hingga saat ini manfaatnya 
dapat dinikmati secara terus menerus oleh umat, terbukti dengan adanya 
pengelolaan tanah wakaf yang digunakan sebagai tempat peribadatan yakni 
Masjid Nurul Hadiah, dan sebagai tempat pendidikan yakni Paud Nurul Hadiah 
yang dikelola oleh pengurus masjid Nurul Hadiah. 
2. Di tinjau dari pandangan Hukum Islam pengelolaan dan pendayagunaan Tanah 
Wakaf Masjid Nurul Hadiah desa Lampa Kec. Mapilli Kabupaten Polewali 
Mandar sudah sesuai dengan syariat Islam, walaupun belum optimal, 
dikarenakan kurangnya pengetahuan Nazdir  mengenai pengelolaan dan 
pendayagunaan tanah wakaf, kurangnya kerja sama nadzir dengan pihak KUA, 
misalnya dalam hal untuk memperoleh sertifikat atas tanah wakaf tersebut 
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B. Implikasi 
Adapun saran-saran penulis untuk kemajuan dalam mengelola tanah wakaf 
yang ada agar berdaya guna dan efektif, adalah sebagai berikut : 
1. Melihat belum adanya unit khusus yang menangani wakaf selayaknya LAZIM 
(Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah), maka penulis sarankan untuk 
diberikan unit khusus yang menangani perwakafan secara khusus sehingga dapat 
lebih fokus dalam mengurus masalah wakaf. 
2. Untuk wakif yang ingin mewakafkan tanah miliknya harus mendaftarkannya 
kepada instansi yang terkait, dan tanah tersebut harus di sertifikasi untuk 
menjamin kepastian hukum harta benda wakafnya dan menghindari adanya 
persengketaan, pengalihfungsian, dan privasi oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab.  
3. Untuk Nadzir agar segera mengurus sertifikat untuk memperoleh kepastain 
hukum tanah wakaf tersebut. 
4. Pemanfaatan Tanah Wakaf guna untuk kesejahteraan umat harus lebih dirasakan 
khusunya di bidang ekonomi dan bidang sosial. 
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